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ABSTRAK 

Angka perkawinan berdasarkan hasil riset penelitian terus meningkat 
setiap tahun di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk D.I. 
Yogyakarta, khususnya wilayah Kota Yogyakarta. Hal yang sama juga 
terjadi pada angka perceraian yang juga ikut meningkat setiap tahunnya. 
Hal ini menandakan adanya kejanggalan terhadap kualitas keluarga. Atas 
dasar itu diperlukan upaya yang intens terkait bimbingan pranikah bagi 
calon pasangan suami istri dan bimbingan keluarga bagi pasangan yang 
telah berstatus suami istri. 

BP4 merupakan salah satu lembaga bimbingan perkawinan Islam, yang 
telah berdiri sejak lama, dan juga telah lama bermitra dengan Kemanag, 
sejauh ini belum mampu meredam angka perceraian. Sementara itu, 
bimbingan perkawinan Katolik walaupun tidak diketahui pasti kapan 
berdirinya, telah mampu meningkatkan kualitas keluarga jemaatnya. Hal 
ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan Katolik 
lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam. 

Persoalan bimbingan perkawinan Islam di Kota Yogyakarta hanya 
terletak pada tata pelaksanaan bimbingan perkawinan, bukan konsep dan 
materi. Jika tolok-ukurnya adalah konsep dan materi, justeru kedua 
lembaga –BP4 dan bimbingan perkawinan Katolik- memiliki banyak 
kesamaan. 

Kata kunci: bimbingan, pranikah, dan keluarga.  
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MOTTO 

 

“KESUKSESAN SELALU BERKERINGAT.” –Anonymous  

 

“YOU CAN SAY THIS AND THAT, BUT THE FACT WILL PROVE THIS 
AND THAT.” –Muhammad Husnul Faruq  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap misi belum tentu membuahkan hasil. Begitu pula dengan hubungan 

rumah tangga; setiap perkawinan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi seperti yang 

diharapkan dan diinginkan pasangan suami-istri. Ada beberapa batu kerikil yang 

menggoyahkan hubungan rumah tangga yang sebenarnya menurut pemerhati 

perkawinan disebut sebagai bumbu-bumbu rumah tangga. Jika sebuah perkawinan 

sama sekali tidak pernah dilanda persoalan pertengkaran, perselisihan, perbedaan 

pendapat, dan persoalan senada lainnya, justeru hubungan rumah tangga tersebut 

perlu dipertanyakan. Sebab idealnya tidak mungkin ada sebuah rumah tangga tanpa 

persoalan seperti yang disebutkan di atas. 

Persoalan rumah tangga sejatinya merupakan sesuatu keniscayaan yang dilalui 

setiap pasangan suami-istri, karena memang dengan adanya persoalan rumah tangga 

suami-istri menjadi belajar dan semakin dewasa menyikapi setiap persoalan yang 

muncul, dengan catatan tidak mengorbankan hubungan perkawinan alias perceraian. 

Perceraian bagaimanapun latar belakang dan motivasinya merupakan hal yang tidak 

diinginkan oleh seluruh pasangan suami-istri. Sekalipun perceraian menjadi sesuatu 

yang sangat tidak diinginkan, namun angka perceraian di Indonesia semakin hari 

terus meningkat. 
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Angka gugat cerai di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Kondisi ini 

merata hampir di semua daerah di Indonesia. Angka perceraian yang terjadi di 

Indonesia, 59 persen di antaranya adalah gugat cerai. Berdasarkan data dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 

pada kasus perceraian tahun 2010 yakni, cerai talak 81,535 (27.58%), cerai gugat 

169,673 (57.40%), perkara lain 44.381 (15%). Jadi keseluruhan kasus perceraian pada 

tahun 2010 yakni sebanyak 295.589. Di tahun 2011 kasus perceraian meningkat 

menjadi 363.470 dari cerai talak 99.599 (27,40%), cerai gugat 215.365 (59,25%), 

perkara lain 48.503 (13,34%). Humas Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur 

mengatakan bahwa kasus perceraian di Jawa Timur juga telah mencapai 81.672 

kasus.1 

Lebih dari 70% kasus cerai gugat tersebut diajukan oleh pihak wanita. 

Tingginya kasus perceraian tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan. 

Oleh karena itu, hampir setiap hari pihaknya selalu menerima laporan kasus 

perceraian. Berdasarkan data laporan perkara yang diterima oleh PTA, sebanyak 

59.585 pasangan menikah di Jawa Timur mengalami cerai gugat. Sedangkan, 

sebanyak 31.864 pasangan menikah di Jawa Timur mengalami kasus cerai talak.2 

Lebih lanjut BKKBN versi online menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia 

                                                             
1 Canggih Karina, “Resiliensi Remaja yang Memiliki Orang Tua Bercerai,” Jurnal Online 

Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, No. 01, Th. II, 2014, hlm. 153. 
2 Ibid. 
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pun dianggap paling tinggi di Asia-Pasifik pada tahun 2013. Sesuai data yang ada, 

rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan.3 

Selanjutnya data kasus yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Kota 

Yogyakarta menyebutkan bahwa perceraian juga dipicu akibat ketidakadanya 

kesetiaan dan pemenuhan hak serta kewajiban oleh suami-istri. Selain itu pemicu 

lainnya adalah adanya penurunan kadar keimanan dalam pribadi masyarakat. Panitra 

Hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Abdul Adhim pun menyampaikan 

bahwa pada tahun 2012 angka cerai gugat sebanyak 424 kasus dan cerai talak 

sebanyak 169 kasus. Kemudian, pada tahun 2013 angka cerai gugat sebanyak 462 

kasus dan angka cerai talak mencapai 190 kasus. Kemudian pada tahun 2014, bulan 

Januari jumlah cerai gugat mencapai 46 kasus dan jumlah cerai talak mencapai 27 

kasus. "Kemudian, untuk menekan angka perceraian juga, harus ada perhatian serius 

dari pihak Pemerindah Daerah (Pemda) Yogyakarta. Saya menghimbau kepada 

pemerindah daerah, untuk mengajak ormas-ormas keagamaan memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat Yogyakarta, mengenai pentingnya menjaga ikatan pernikahan," 

pungkas Ahmad  Zuhdi.4
 Terlepas apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan 

perempuan dan angka perceraian. 

                                                             
3 Anonim, “Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik”, dalam 

http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967, diakses tanggal 26 November 2014. 
4 Danar Widiyanto, “Walah... Angka Perceraian di Kota Yogya Tinggi”, dalam 

http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr , diakses tanggal 06 
Desember 2014. 
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Berdasarkan data yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa angka 

perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Belum lagi jika diakumulasi 

data perceraian dari setiap provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, peminimalisiran 

angka perceraian di Indonesia menjadi hal yang urgen dan segera dilaksanakan. Salah 

satu cara meminilisir angka perceraian menurut peneliti adalah dengan revitalisasi 

bimbingan perkawinan melalui instansi yang mengurusi bimbingan perkawinan, baik 

itu instansi bimbingan perkawinan Islam maupun selain itu yang dalam hal ini 

Katolik. Peneliti berasumsi –berdasarkan data yang diperoleh- bahwa pelaksanaan 

bimbingan perkawinan di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta masih belum 

maksimal direalisasi, mengingat lonjakan angka perceraian terus meningkat. Dari 

hasil pencermatan peneliti dari data diperoleh, kebanyakan perceraian terjadi pada 

usia lima tahun ke bawah perkawinan. Pada usia ini –kerap disebut usia muda- mental 

suami-istri belum memiliki kematangan untuk menjaga dan melestarikan hubungan 

perkawinan. Usia perkawinan lima tahun ke bawah sangat rentan terjadi perceraian. 

Terlebih jika pasangan tersebut pasangan yang menikah muda. 

Kemampuan untuk menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri bukanlah 

sesuatu yang sifatnya given atau pemberian atau bawaan sejak lahir, melainkan harus 

dipelajari oleh setiap pasangan suami-istri melalui dua tahap: learning by doing dan 

pelatihan yang dalam hal ini jika di KUA dimotori oleh BP4 melalui pendidikan 
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pranikah, dan jika di Katolik dimotori oleh Gereja Katolik yang mulai diwajibkan 

kepada pemeluk Agama Katolik sejak usia 16 tahun.5 

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu instrumen terkuat dalam 

memperkecil angka perceraian yang terus meningkat serempak di seluruh provinsi di 

Indonesia, disamping ormas-ormas yang juga memiliki semangat seperti BP4 untuk 

ikut andil melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga hubungan suami-istri 

agar tidak terjadi perceraian. 

Berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementrian Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, 

bahwa “Badan Penasihatan, Bimbingan, dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya 

disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai 

mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 

dan rahmah.” Selanjutnya lembaga yang dipilih Kemenag adalah BP4, dan diperkuat 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan 

Pengakuan BP4 yang merupakan satu-satunya badan penunjang sebagian tugas 

Kementerian Agama dalam bidang perkawinan Pengertian Kursus Pra Nikah 

tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi: “Kursus Pra Nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

                                                             
5 Hasil wawancara mengenai bimbingan perkawinan dalam Agama Katolik, bersama Romo 

Berto di Pusat Studi Islam, MSI UII, Demangan Baru, DIY. Tanggal 20 November 2014. 
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keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga.” 

Peran KUA melalui BP4 bagi ummat muslim dan Gereja Katolik, sebagai 

instansi yang mengurusi bimbingan perkawinan, mampu setidak-tidaknya 

memberikan pemahaman yang dengan fungsi keluarga, seperti fungsi seksual dan 

reproduksi, ekonomis, edukatif, protektif, religius, rekreatif, dan sosial.6 

Sebagaimana diketahui bahwa persoalan perkawinan tidak hanya pada 

kesiapan para mempelai untuk melakukan perkawinan. Persoalan justeru mulai 

ditemukan pascaperkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil titik fokus 

pada studi komparasi bimbingan perkawinan, tidak hanya pranikah, akan tetapi juga 

bimbingan keluarga di KUA dan Gereja Katolik di wilayah Kota Yogyakarta. Sebab 

berdasarkan informasi yang diterima peneliti bahwa KUA melalui BP4 hanya 

mengakomodir bimbingan pranikah, sementara dalam Katolik, bimbingan 

perkawinan mulai disosialisasikan jauh sebelum menikah hingga berstatus suami-

istri. Peneliti menilai bahwa ada suatu keunikan yang dimiliki bimbingan perkawinan 

dalam Katolik yang tidak dimiliki KUA melalui BP4. Sehingga, hepotesis peneliti 

jika hal ini kemudian dikomparasikan akan memunculkan suatu output yang bisa 

dijadikan sebagai wacana bimbingan keluarga (khusus bagi pasangan yang berstatus 

                                                             
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern 

(Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2012), hlm. 289. 
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suami-istri) di KUA melalui BP4. Selain itu, peneliti juga berekspektasi akan ada 

‘perkawinan materi bimbingan perkawinan’ antara KUA melalui BP4 dan Katolik. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan 

permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah landasan teologis, filosofis, dan sosiologis sistem hukum atau 

regulasi bimbingan perkawinan yang digunakan KUA dan Gereja Katolik 

sebagai patokan dan pedoman? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja 

Katolik di Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimanakah peran khusus bimbingan pranikah dalam mempersiapkan diri 

calon mempelai untuk membentuk keluarga? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian tentang bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja Katolik di Kota 

Yogyakarta selain memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, juga 

memiliki tujuan lain, yaitu: 



22 
 

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan regulasi bimbingan perkawinan yang 

merupakan patokan dan pedoman dasar yang digunakan KUA dan Gereja 

katolik. 

2. Mengupas dan menganilisis secara mendalam landasan filosofis apa yang 

digunakan, baik KUA maupun Gereja Katolik dalam merumuskan regulasi 

bimbingan perkawinan. 

3. Menguraikan sejarah perumusan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga, 

serta pelaksanaannya di Kota Yogyakarta. 

4. Mengkritisi epistemologi perumusan regulasi bimbingan perkawinan yang 

digunakan KUA dan Gereja Katolik dengan cara mengkomparansikan kedua 

regulasi ini, serta dirumuskan menjadi satu rumusan yang utuh dan aplikatif. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan perkawinan merupakan topik yang sampai 

kapanpun sifatnya hangat dan aktual, karena memang persoalan perkawinan 

khususnya rumah tangga sangat kompleks, mengingat zaman terus berkembang, 

pengaruh industri terhadap keluarga, akulturasi budaya yang sangat distingtif, dan 

lain sebagainya. Implikasinya tentu pada struktur sosial, pembagian peran suami-istri, 

dan lain sebagainya. 

Topik tentang bimbingan perkawinan juga menjadi hangat untuk diteliti. Oleh 

karena itu, peneliti memilih topik ini sebagai penelitian, khususnya di wilayah Kota 
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Yogyakarta. Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan dan perbandingan peneliti 

menyertakan hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bimbingan perkawinan, 

antara lain: 

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Minggir, Sleman, DIY,7 yang ditulis oleh Cahyu Astriwi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode kualitatif. Titik fokus kajian penelitian ini adalah faktor 

pendukung pelaksanaan pranikah, meliputi efektifitas dan efisiensi perencanaan, 

pelaksanaan, hasil, dan hambatan layanan BP4 pranikah di KUA Minggir, Sleman, 

DIY. Kelima aspek ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan pranikah. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari tiap aspek tersebut: (1) hasil 

materi layanan bimbingan pranikah belum lengkap, menyeluruh, dan efektif; (2) 

anggaran layanan bimbingan pranikah belum efisien atau memadai; (3) fasilitas, 

sarana dan prasarana tidak tersedia secara lengkap sehingga belum efektif; (4) hasil 

sosialisasi informasi pelaksanaan bimbingan pranikah belum efektif; (5) koordinasi 

pertemuan dengan pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir belum efektif 

dan belum berjalan maksimal, lancar, maupun rutin. Hal ini disebabkan minimnya 

personil kepengurusan khususnya bidang penyuluhan (konselor atau konsultan) 

perkawinan. Secara umum penelitian ini memiliki kesamaan pada metodologi 

penelitian, yaitu metode kualitatif. Analisis data dari sumber data yang diperoleh juga 

                                                             
7 Cahyu Astriwi, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Minggir, Sleman, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 
2012). 
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menggunakan Miles dan Huberman. Perbedaan yang signifikan dari penelitian ini 

terletak pada tiga hal, yaitu “subjek penelitian”, “sifat penelitian”, dan “tempat 

penelitian”. 

Pertama, Subjek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA 

melalui BP4 dan Gereja Katolik, dengan titik fokus kajiannya pada sistem regulasi 

bimbingan perkawinan, meliputi kurikulum regulasi dan pelaksanaan bimbingan 

perkawinan di masing-masing instansi yang membawahi bimbingan perkawinan. 

Kedua, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-komparatif, 

sementara penelitian yang ditulis oleh Cahyu Astriwi hanya menggunakan deskriptif. 

Oleh sebab itu, tidak heran hasil penelitian yang diperolehnya adalah deskripsi 

berdasarkan pada faktor pendukung pelaksanaan pranikah, yaitu efektifitas dan 

efisiensi perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan hambatan. 

Ketiga, lokasi penelitian dilakukan bertempat di Kota Yogyakarta, yang 

secara tentu memiliki perbedaan, meliputi geografis, sosiologis (struktur sosial 

masyarakat Sleman dan Kota Yogyakarta berbeda), kompleksitas kehidupan yang 

dihadapi masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor 

pembeda dalam hasil penelitian. 
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Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan adalah 

“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 Banguntapan, Bantul, DIY”,8 yang ditulis 

oleh Pujiyati. Penelitian ini merupakan skripsi yang mengkaji tentang pelaksanaan 

bimbingan pranikah di BP4. Titik fokus yang dikaji adalah langkah-langkah 

pelaksanaan bimbingan pranikah dan materi-materi bimbingan pranikah yang 

disampaikan oleh pembimbing kepada pasangan yang akan melangsungkan 

pernikahan di KUA Banguntapan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian selanjutnya adalah “Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam 

Perspektif Islam”,9 yang ditulis oleh Faiz Aminuddin. Penelitian ini berawal dari 

keresahan peneliti, Faiz, terhadap perilaku remaja yang kerap terbiasa mengakses 

pornografi. Dari kemudahan itu muncullah hasrat remaja tersebut mempraktikkannya 

dengan pasangan lawan jenisnya yang kemudian terbiasa dilakukan. Pelampiasan ini 

kemudian berimplikasi pada kehamilan. Ketika telah terjadi kehamilan persoalan lain 

muncul, salah satunya, masing-masing keluarga menginginkan kehamilan ini harus 

ditutupi dengan cara yang lazim dilakukan adalah pernikahan, yang selanjutnya 

disebut mba (married by accident) atau pernikahan disebabkan kehamilan. Namun, 

sebagian remaja yang hamil, untuk menutupi aib hamil tersebut kemudian 

menggugurkannya. 

                                                             
8 Pujiyati, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 Banguntapan, Bantul, DIY, Skripsi, 

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
9 Faiz Aminuddin, Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam Perspektif Islam, Skripsi,  

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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Penelitian yang ditulis Faiz, merupakan gabungan library research dan 

penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang 

melibatkan subjek penelitian 40 remaja; 20 di antaranya adalah siswa madrasah 

aliyah dan selebihnya 20 mahasiswa. Objek penelitiannya adalah perilaku seksual 40 

remaja. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif anisis, yaitu 

mendeskripsikan dan menganilisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Selanjutnya penelitian yang memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini 

adalah “Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama 

Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup 

Berkeluarga KEVIKEPAN DIY”,10 ditulis oleh Ari Azhari. 

Sejauh pantauan peneliti bahwa terdapat kemiripan tema antara “Bimbingan 

Perkawinan Islam dan Katolik; Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan 

Katolik di Kota Yogyakarta” dan penelitian yang ditulis oleh Ari Azhari. Namun, jika 

dilihat lebih jauh, maka terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu: pertama, subjek 

penelitian. Penelitian Ari Azhari hanya mengambil titik fokus subjek penelitian 

‘pelaksanaan kursus pranikah’, sementara subjek yang ada dalam penelitian ini adalah 

“bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga”. Kedua, sumber data yang diperoleh 

dalam penelitian ini lebih banyak karena melibatkan instansi-instansi yang memiliki 

hubungan dengan beberapa KUA di Kota Yogyakarta, begitu pula instansi-instansi 

                                                             
10 Ari Azhari, Pelaksanaan Kursus Pra-nikah; Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama 

Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga 
KEVIKEPAN DIY, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014). 



27 
 

perkawinan dalam Katolik, walaupun tempat penelitian yang dilakukan Ari Azhari 

juga berlokasi di Kota Yogyakarta. Ketiga, Bab dan Sub-Bab yang dijukan Ari 

Azhari relatif berbeda dengan penelitian ini, sebab penelitian ini mengajukan 

beberapa Bab dan Sub-Bab yang dapat dilihat pada laman sistematika penulisan pada 

halaman 27. 

Berdasarkan dari semua bacaan yang berkaitan dengan bimbingan 

perkawinan, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik 

berbicara tentang studi komparasi pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota 

Yogyakarta. Oleh sebab itu peneliti meyakini orisinalitas penelitian ini. Bila 

memungkinan setelah penelitian ini selesai peneliti juga akan membuat penelitian 

lanjutan sebagai follow up. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Filsafat Perkawinan dalam Islam dan Katolik 

Perkawinan dalam paradigma fikih klasik cenderung diartikan sebagai 

penghalalan atau pembolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.11 

Pemahaman seperti yang disebutkan menunjukkan bahwa perempuan terkesan hanya 

menjadi tempat pelampiasan pemuas seksual laki-laki. Implikasi dari pemahaman 

                                                             
11 Kamal Mukhtar menyebutkan bahwa nikah secara bahasa memiliki dua artai; majaz dan 

makna asli atau otentik. Arti sebenarnya dari nikah adalah “dhamm” yang berarti menghimpit, 
menindih, atau berkumpul. Sementara arti majaznya, nikah berarti “watha’” yang berarti bersenggama, 
bersetubuh; dan “aqad” yang berarti mengadakan perjanjiah perkawinan.” Lebih lanjut lihat Kamal 
Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm. 1. 
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perkawinan yang demikian tentu sangat memarjinalkan perempuan. Pemahaman 

seperti ini juga sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat hari ini yang 

sudah akrab dengan paham equality (kesetaraan), persamaan hak dan kewajiban 

antara laki-laki dan perempuan, HAM, demokrasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, 

pemahaman seperti ini perlu didekonstruksi, artinya pemahaman tentang definisi 

perkawinan yang telah ada harus dihapus dan diganti dengan definisi baru yang 

mengakomodasi konteks masyarakat hari ini, tentu dengan pendekatan filsafat, agar 

esensi dan substansi dari perkawinan dapat dipahami dengan baik. Inilah kemudian 

yang menjadi sesuatu yang wajib diketahui setiap orang sebelum melangsungkan 

perkawinan. 

Perkawinan dalam filsafat hukum Islam menurut Khoriddin Nasution dapat 

diartikan sebagai tujuan perkawinan Islam. Namun tujuan perkawinan perkawinan 

Islam sama sekali tidak tertera dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja para ahli 

melakukan induksi dari sejumlah ayat al-Qura’an dan Sunnah yang berkaitan dengan 

tujuan perkawinan. Sehingga dirumuskanlah tujuan perkawinan Islam.12 Dari sekian 

nash yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat lima tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu: (1) memperoleh ketenangan 

keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), 

sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-

                                                             
12 Khoiruddin Nasution, et. al., Hukum Perkawinan…, hlm. 281. 
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tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis 

(seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.13 

Perkawinan merupakan kesepakatan dua belah pihak antara laki-laki dan 

perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami dan istri, untuk membentuk 

sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Perkawinan memiliki 

ikatan yang tak terlihat. Oleh sebab itu, perkawinan kerap disebut ikatan yang suci, 

karena umumnya perkawinan bersifat religius yang juga merupakan anjuran agama. 

Sehingga banyak resepsi perkawinan menyajikan ritual-ritual keagamaan yang sarat 

dengan nilai ketakwaan. 

Perkawinan dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan pernikahan (Arab: 

nikah yang berarti menghimpun) adalah akad yang membolehkan hubungan suami-

istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (orang tidak boleh dinikahi) 

dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. 

Perkawinan menurut K Wantjik Saleh, bukan untuk keperluan sesaat tetapi 

jika mungkinkan dilakukan sekali seumur hidup, sebab perkawinan memiliki nilai 

luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dibangun 

dengan dasar nilai-nilai sakral yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga merupakan 

sila pertama Pancasila. Artinya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan 

ikatan lahir semata atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya. Keduanya tidak 

                                                             
13 Ibid., hlm. 282. 
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dapat berdiri parsial melainkan kolektif. Terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan 

fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.14 Perkawinan yang 

didefinisikan oleh K Wantjik Saleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertera 

pada pasal 2 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 

Sementara itu perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah apa 

yang tertera pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain 

itu perkawinan dalam KHI bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. KHI juga menyebutkan bahwa pernikahan 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Al-Qur’an pun menegaskan tentang 

perkawinan 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21). 
 

                                                             
14 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 15. 
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Arti perkawinan Katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian 

(foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 

kebersamaan hidup.15 Selain itu perkawinan dalam Katolik adalah persekutuan hidup 

dan kasih suami-istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan 

dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh perjanjian perkawinan atau persetujuan 

pribadi yang tak dapat ditarik kembali.......Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri 

dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusia semata-

mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan 

tujuan.16 

Hukum Perkawinan di Indonesia secara normatif mengacu pada peraturan 

perundang-undangan berikut: 

a. Undang-Undang: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk untuk Jawa dan Madura; UU No. 32 Tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk luar Jawa dan Madura; UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

                                                             
15 Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes §48). GS 

dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak. 
16 Dikutip dari Kasih Setia dalam Suka-Duka, Pedoman Perkawinan di Lingkungan Katolik, 

1993. 
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b. Peraturan Pemerintah: PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974; dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

c. Intruksi Presiden: INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

d. Peraturan/ Keputusan Menteri: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 

dan Menteri Agama No. 07/ KMS/ 1985 dan No. 25 Tahun 1985, tentang 

Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui 

Yurisprudensi; Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Agama No. 3 

Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama; Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 tentang 

Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk; dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975. 17 

2. Bimbingan 

Bimbingan berasal dari kata bahasa inggris yaitu guidance. Bimbingan 

(guidance) mengandung pengertian sebagai upaya yang bersifat professional dari 

seorang ahli untuk mengarahkan, membina maupun menuntun seseorang agar dapat 

menemukan jalan keluar (problem solving solution) yang benar guna mencapai 

                                                             
17 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam 

Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010), hlm. 131-132. 
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kebahagiaan hidupnya.18 Stoops mengartikan bimbingan merupakan proses yang 

dilakukan terus menerus dalam membantu perkembangan seseorang untuk 

memperoleh kemampuan maksimal yang ada pada diri seseorang untuk dipergunakan 

manfaat yang diperoleh, baik untuk dirinya maupun masyarakat.19 

Dalam kaitan perkawinan, bimbingan pada dasarnya dibutuhkan setiap 

pasangan yang dilanda permasalahan, merasa bingung dalam menghadapi suatu 

masalah kehidupan, sehingga memerlukan bantuan ahli yang dalam hal ini KUA atau 

gereja dengan tujuan permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik. 

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, sebab pendidikan lebih luas 

cakupannya dibandingkan bimbingan. Sasaran pendidikan adalah untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual (kognitif), rasa atau sikap (afektif), dan 

keterampilan (psikomotorik).20 Sementara bimbingan atau bimbingan sama hal 

dengan menunjukkan, memberi, menuntun ke arah yang bermanfaat bagi kehidupan 

saat ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu bimbingan sifatnya kontinuitas 

atau berkelanjutan.21 Berkaitan dengan bimbingan perkawinan, seharusnya bimbingan 

perkawinan tidak hanya dilakukan pranikah, namun berjenjang seperti yang 

                                                             
18 Kartono, Bimbingan dan dasar-dasar pelaksanaannya. Teknik petunjuk praktis (Jakarta: 

Rajawali dan UKSW, 1985). 
19 Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1979), hlm. 25. 
20 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

hlm. 98. 
21 M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama (Jakarta: Golden Terayn 

Press, 1998), hlm. 1. 



34 
 

dilakukan bimbingan perkawinan Katolik; bimbingan perkawinan dilakukan sejak 

remaja menginjak usia 16 tahun, pranikah, dan bimbingan keluarga. 

3. Bimbingan Perkawinan dan Konseling 

Konseling perkawinan (married counselling) adalah suatu upaya pembicaraan 

professional yang bertujuan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan 

perkawinan agar terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Penyuluh 

atau konselor perkawinan diharapkan telah memperoleh pelatihan dan pendidikan 

secara professional dalam bidang psikologi dan konseling perkawinan. Dengan itu  

tentu penyuluh akan mampu menjawab segala persoalan perkawinan.22 

Seseorang yang berprofesi sebagai konselor perkawinan di Amerika Serikat, 

harus memiliki latar belakang pendidikan setingkat magister (master atau S-2), 

terutama bidang konseling perkawinan, keluarga, dan anak-anak. Namun demikian, 

dalam kondisi tertentu memang ditemukan bahwa seorang konselor perkawinan 

kadang-kadang masih berpendidikan setingkat S-1 (sarjana psikologi) dengan 

tambahan pendidikan sebagai profesi psikolog.23
 Seharusnya di Indonesia, penyuluh 

atau konselor termasuk penyuluh bimbingan perkawinan yaitu BP4 telah memperoleh 

kelulusan secara professional dalam bidang perkawinan, keluarga, dan anak-anak. 

                                                             
22 Agoes Dariyo, “Memahami Bimbingan, Konseling, dan Terapi Perkawinan untuk 

Pemecahan Permasalahan Perkawinan,” Jurnal Psikologi, Universitas Indonesia Esa Unggul,  No. 2, 
Th. III, Desember 2005, hlm. 71. 

23 Ibid., hlm. 72. 
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Setidaknya, lulusan perguruan tinggi yang master atau S-2 yang menjadi penyuluh di 

BP4. 

Adapun masalah-masalah perkawinan adalah segala masalah yang timbul 

selama masa perkawinan antara pasangan suami-istri, seperti komunikasi perkawinan, 

kepuasan hubungan sexual suami-istri (dissatisfaction of sexual relationship), 

hubungan menantu dengan mertua, masalah keuangan keluarga, masalah keturunan, 

maupun masalah orangtua dengan anak, dan sebagainya. Karena masalah-masalah 

perkawinan ini timbul dalam kehidupan keluarga, seringkali konseling perkawinan 

juga disebut sebagai konseling keluarga (family conselling). Namun sebagian ahli 

yang menggabungkan kedua jenis konseling tersebut dan dijadikan satu istilah yaitu 

konseling perkawinan dan keluarga (married and family consellor). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang 

berlokasi di KUA, dan Gereja Katolik di wilayah Kota Yogyakarta. 

Dasar pertimbangan pemilihan tempat penelitian di wilayah Kota Yogyakarta 

adalah karena; pertama, KUA yang ada di wilayah ini yaitu KUA Kec. Gondomanan 

(selanjutnya disebut KUA Gondomanan) menjadi KUA percontohan. Sehingga 
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populasi24 KUA yang berdomisili di seputaran Kota Yogyakarta terwakili oleh KUA 

Gondomanan dengan dasar pertimbangan KUA tersebut merupakan KUA terbaik 

berdasarkan prestasinya menjadi KUA percontohan. Populasi KUA yang berada di 

Kota Yogyakarta berjumlah 14 KUA: KUA Kec. Tegalrejo, KUA Kec. Jetis, KUA 

Kec. Gondokusuman, KUA Kec. Danurejan, KUA Kec. Gedongtengen, KUA Kec. 

Mantrijeron Suryodiningratan, KUA Kec. Ngampilan, KUA Kec. Wirobrajan, KUA 

Kec. Kraton, KUA Kec. Gondomanan, KUA Kec. Pakualaman, KUA Kec. 

Mergangsan Nyutran, KUA Kec. Umbulharjo, dan KUA Kec. Kotagede.25 

Kedua, dasar pertimbangan memilih Gereja Katolik sebagai lawan komparasi 

berangkat dari penelitian pendahulu yaitu pelaksanaan kursus prani-nikah; studi 

komparatif di KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga 

Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY, yang ditulis Ari Azhari. 

Subjek penelitian dari penelitian tersebut adalah komparasi dua lembaga yaitu KUA 

Kec. Gondokusuman dan Kevikepan Yogyakarta. Sementara penelitian yang 

dilakukan peneliti populasinya lebih luas dan melibatkan banyak instansi terkait. 

Pemilihan tiga Gereja Katolik; Gereja ST Franciscus Xaverius Kidul Loji, 

Gereja ST Antonius Kota Baru, dan Gereja ST Perawan Maria Tak Bercela, sebagai 

                                                             
24 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari pelaku atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Lihat, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 
Alfabeta, 2008), hlm. 80. 

25 Anonim, “Data KUA Kecamatan Provinsi D.I. Yogyakarta”, dalam 
http://yogyakarta1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=datakua, diakses tanggal 21/06/2015. 
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sampel dari.  Teknik sampling yang digunakan adalah sampel purposif.26 Dasar 

pertimbangan memilih tiga gereja tersebut di atas karena ketiganya merupakan 

gereaja yang memiliki jemaat terbanyak di antara gereja-gereja yang lain di Kota 

Yogyakarta. Oleh karena itu tepat bila sistem bimbingan perkawinan yang ada di 

KUA Kota Yogyakarta dikomparasikan dengan sistem bimbingan perkawinan yang 

ada di Gereja Katolik yang berlokasi di Kota Yogyakarta. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif27 yang berupaya menggambarkan, 

membandingkan, serta mensintesiskan sistem dan pelaksanaan bimbingan 

perkawinan di KUA dan Gereja Katolik. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua pendekatan yaitu 

teologis-normatif-dekuktif dan historis-empiris-induktif.28 Pendekatan teologis-
                                                             

26 Sampel purposive atau purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang 
didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Baca Notoatmodjo, S., Metodologi Penelitian Kesehatan 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Sampel purposif adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara 
memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Lihat Sutopo, H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian 
Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 56. Dalam populasi tertentu peneliti dapat menentukan 
sendiri sampel yang diambil berdasarkan pertimbangannya sendiri. 

27 Penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawaban 
secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganilisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 
munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang digunakan 
untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Lebih lanjut lihat 
Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58. 
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normatif-deduktif adalah bahwa bimbingan perkawinan dilihat dari sumber hukum 

peraturannya (hukum agama) yang dalam konteks ini adalah Islam dan Katolik dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pendekatan 

historis-empiris adalah bahwa bimbingan perkawinan dalam konteks sejarah,  

aktualisasi, dan perkembangannya yang menggunakan kerangka metodologis ilmu-

ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Dengan 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data ini, peneliti berupaya agar memperoleh 

sumber data yang primer. 

Adapun penjabaran dari tiga teknik pengumpulan data yang telah disebutkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Dikarenakan penelitian ini orientasinya berupa tesis, oleh sebab itu 

observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang sifatnya 

partisipatif dan kombinasi dari observasi yang bersifat terus terang dan 

tersamar. Artinya sebelum melakukan observasi peneliti harus meminta 
                                                                                                                                                                              

28 M. Arkoun, Tarīkhiyatuh al-Fikr al-Arabī al-Islāmī, terj. Hashim Salih, (Beirut: Markaz al-
Linma’ al-Qaumi, 1986), hlm. 143. Lihat juga M. Arkoun, al-Fikr al- Islāmī: Naqd wa Ijtihād, terj. 
Hashim Salih, (Beirut: Dār al-Saqi, 1990), hlm. 267-269; M. Arkoun, al-Fikr al-Usuli wa Istihālāt al-
Ta’sīl Nahwa Tārikh, terj. Hashim Salih, (Beirut: Dār al-Saqi, 2002), hlm. 57-59. Untuk lebih 
melengkapi baca Hanafi, Dirāsāt Islāmiyah (Mesir: Maktabah al- Anjalo al-Misriyah, 1982), hlm. 416-
456. Baca juga Abdullah, ”New Horizons of Islamic Studies Throught Socio-Cultural Hermeneutics,” 
al-Jami‘ah, UIN Sunan Kalijaga, No.1, Th. 21, Th. 2001, hlm. 1-24. 
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izin kepada sumber data (institusi yang membawahi bimbingan 

perkawinan) untuk melakukan penelitian. Apabila dalam kegiatan 

pengumpulan data, peneliti merasa ada data yang dirasa belum diperoleh, 

maka peneliti berupaya untuk “diam-diam” mencari data tersebut dari 

sumber data. Tujuannya untuk menghindari data yang dirahasiakan.29 

b. Selanjutnya untuk memperkaya data, peneliti menambah teknik 

pengumpulan data wawancara untuk mengetahui pemahaman dan 

kecenderungan sikap para pejabat instansi yang membawahi bimbingan 

perkawinan.30 Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan tiga 

pendekatan wawancara yaitu; wawancara percakapan informal, 

pendekatan peroman wawancara umum, dan wawancara terbuka yang 

kemudian dibakukan.31 Dasar pertimbangan wawancara dengan tiga 

pendekatan ini adalah agar peneliti tidak hanya terpaku pada pertanyaan 

wawancara formal. Sebab, dalam penelitian yang sebelumnya pernah 

peneliti lakukan, pada saat wawancara formal dalam bentuk pertanyaan, 

ada jawaban-jawaban yang memunculkan pertanyaan lain. 

c. Penelusuran dokumen yang dimaksud adalah mengumpulkan semua 

dokumen yang berkaitan dengan bimbingan atau bimbingan atau 

pendidikan perkawinan baik pranikah, maupun bimbingan keluarga di 
                                                             

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods (Bandung: Alfabeta Bandung, 
2013), hlm. 311-312. 

30 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 
22. 

31 Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 185-193. 
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KUA, BP4, dan Gereja Katolik di lingkungan Kota Yogyakarta. 

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menomental32 

dari instansi terkait. 

G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan teori yang dipakai yaitu Miles & Huberman, maka dapat 

dipahami alur analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pemilihan serta 

transformasi data “kasar” yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. 

2. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi 

inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah melalui proses reduksi data 

dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam menganalisis data 

yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. 

 
                                                             

32 Sugiyono, Metode Penelitian…, hlm. 326. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dan bab juga 

terdiri dari sub-sub bab. Pada Bab I dalam penelitian ini memaparkan pendahuluan 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.  

Pada Bab II dalam penelitian ini memuat gambaran umum sejarah sosial 

bimbingan perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan mengetahui 

gambaran sejarah sosial tersebut, maka dapat dipahami dasar, landasan, atau 

pertimbangan fundamental dalam bimbingan perkawinan Islam dan Katolik, yang 

selanjutnya tertuang dalam BAB III, yaitu landasan teologis, filosofis, dan sosiologis 

bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA melalui BP4 dan Gereja Katolik di Kota 

Yogyakarta. Selanjutnya setelah mengetahui beberapa hal tentang sejarah sosial dan 

tiga landasan, teologis, filosofis, dan sosiologis, maka pada Bab IV dalam penelitian 

ini mengutarakan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA 

melalui BP4 dan Gereja Katolik, termasuk kesiapan yang harus dipersiapkan setiap 

pasangan dalam upaya membangun keluarga berdasarkan bimbingan perkawinan. 

Pada bagian akhir yaitu BAB V adalah Bab akhir yang merupakan kesimpulan atau 

jawaban dari rumusan masalah dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bimbingan perkawinan 

Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, 

filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah 

maupun bimbingan keluarga. Landasan teologis dalam bimbingan perkawinan adalah 

bimbingan tentang konsep keyakinan calon pasangan suami istri dan pasangan suami 

istri bimbingan keluarga terhadap tuhannya; landasan filosofis adalah bimbingan 

tentang hakikat atau nilai-nilai dasar konsep suami istri dan membentuk keluarga 

bahagia; landasan sosiologis adalah bimbingan tentang interaksi sosial antara sesama 

anggota keluarga dan keluarga dengan masyarakat. Ketiga landasan ini merupakan 

titik temu atau salah satu kesamaan antara bimbingan perkawinan Islam dan Katolik. 

Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, 

durasi, serta materi bimbingan, maka bimbingan perkawinan Gereja Katolik di Kota 

Yogyakarta lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam di KUA melalui 

BP4 wilayah Kota Yogyakarta. Keunggulan yang dimaksud adalah bahwa 

pelaksanaan bimbingan perkawinan Katolik sejalan dan selaras dengan tujuan 

perkawinan sebagaimana tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Ketiga, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan 

KUA melalui BP4, dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri pranikah untuk 

membentuk keluarga. Ketidak-siapan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4 

ditandai dengan durasi bimbingan pranikah Islam di Kota Yogyakarta relatif sangat 

singkat, yaitu tiga jam dan dilakukan dalam sehari saja, yang dilaksanakan pada hari 

Kamis, sejak pukul 09:00 WIB hingga 12:00 WIB. Jarak waktu antara bimbingan 

pranikah dan seremonial perkawinan (hari H) dilaksanakan bahkan sehari sebelum 

hari H. Durasi bimbingan yang relatif singkat ini berimplikasi buruk terhadap 

pemahaman calon pasangan suami istri, khususnya pemahaman tentang membentuk 

keluarga. 

Sementara itu waktu bimbingan pranikah Katolik di Kota Yogyakarta 

dilakukan dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan. Dalam sebulan bimbingan 

dilakukan tiga kali. Artinya, selama tiga bulan dilakukan sembilan kali pertemuan 

bimbingan perkawinan. Durasi bimbingan dilakukan selama kurang lebih dua jam. 

Biasanya dilakukan pada hari Jum’at, Sabtu, dan Minggu. Bimbingan dilakukan 

secara kolektif sesuai rayon gereja masing-masing jemaat sesuai domisili. Dengan 

demikian pelaksanaan bimbingan pranikah Katolik berimplikasi positif terhadap 

pemahaman calon pasangan suami istri, khususnya pemahaman tentang membentuk 

keluarga. 
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B. Saran 

Pelaksanaan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga membutuhkan 

keseriusan pemerintah dan instansi pelaksana. Dalam rangka membekali calon 

pasangan suami istri setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu materi yang 

sesuai dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga; narasumber yang berkompeten 

sesuai bidangnya masing-masing; dan durasi yang cukup. Begitupula dengan 

bimbingan keluarga, setidaknya satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembimbing 

harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. 

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelaksanaan bimbingan perkawinan 

baik Islam maupun Katolik, perlu kiranya kegiatan riset atau penelitian sebagai basis 

data yang mendukung kegiatan bimbingan perkawinan dan pengambilan kebijakan 

pemerintah. 
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